WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG

Menimbang

Mengingat

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

a. bahwa Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

merupakan ASN yang ketentuan mengenai kode etiknya
berlaku sama dengan PNS sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, untuk mengharmonisasikan
ketentuan mengenai Kode Etik Pegawai perlu merubah
Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4450);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 603);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis
Jabatan yang dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 65);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
218);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1259);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 656);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1332);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor
180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Menetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

16. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 tahun 2021

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN
2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya
Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 396), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan satu ayat
yakni ayat (5a) dalam Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

5a.

Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai



ASN untuk jangka waktu tertentu oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Kode Etik PNS selanjutnya disebut Kode Etik, adalah
pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam
melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari.

7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk
ucapan, tulisan dan/atau perilaku yang bertentangan
dan/atau menyimpang dengan Kode Etik PNS.

8. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS selanjutnya disebut
Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di
lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang melakukan
penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh PNS;

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan
perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS serta PPPK
kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19435.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan
kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama
dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta
meningkatkan kemampuan, dan keteladanan PNS dan PPPK.

b. Mendorong etos kerja untuk mewujudkan PNS dan PPPK yang
bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai
unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat.

c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan
wawasan kebangsaan PNS dan PPPK sehingga dapat menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari
setiap PNS dan PPPK bersikap dan berpedoman pada etika dalam
bernegara dan = penyelenggaraan Pemerintahan, dalam



berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri
dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan
Wali Kota ini.

. Ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf d dan huruf e diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Etika terhadap sesama Aparatur, meliputi :

a.

b.

memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS dan
PPPK;

saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal
maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun
antar instansi;

menghargai perbedaan pendapat;

d. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS dan PPPK;

. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS

dan PPPK; dan

berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik
Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan
soliditas semua PNS dan PPPK dalam memperjuangkan hak-
haknya.

. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 12

Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PNS dan
PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dibentuk
Majelis Kode Etik.

Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau pimpinan Perangkat
Daerah terlapor.

Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diusulkan oleh pimpinan Perangkat Daerah terlapor
atau oleh Unit Kerja yang membidangi kepegawaian.

Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri atas :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang,
maka jumlahnya harus ganjil.



(6) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh
lebih rendah dari pangkat dan jabatan pegawai yang diduga
melanggar kode etik.

(7) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik
dapat berasal dari Unsur Perangkat Daerah atau Intansi lain,
sesuai fungsi dan kewenangannya.

7. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 JUNI 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 25



